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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Konsekuensi yuridis terhadap tertanggung yang mengalami kerugian berkelanjutan 

didalam PSKI 1982 ialah digunakannya polis property all risk yang berada diluar 

dari polis induknya bagi tertanggung. Hal ini dapat menimbulkan ketidaktahuan 

masyarakat akan adanya polis-polis di luar dari polis induknya. Polis property all 

risk disediakan oleh perusahaan asuransi ketika terjadi asuransi kerugian 

berkelanjutan (consequential loss insurance) untuk benda/harta kekayaan 

tertanggung dan juga fasilitas umum apabila terjadi kebakaran yang mengakibatkan 

adanya kerugian kepada pihak ketiga. Polis ini disediakan khusus oleh perusahaan 

asuransi sebagai bentuk tanggung jawab dari perusahaan asuransi apabila terjadi 

kebakaran dan mengakibatkan kerugian kepada pihak ketiga.  

B. Saran 

Mengingat polis dalam praktek asuransi di Indonesia merupakan suatu keharusan, 

maka diperlukan perbaikan-perbaikan peraturan perundang-undangan asuransi di 

Indonesia yang selama ini tidak memberikan posisi yang baik terhadap polis dalam 

pasal-pasalnya serta adanya amandemen terhadap PSKI. Hal ini mengingat pula 

mengenai nilai suatu asuransi yang besar digunakan sebagai acuan bagi pergantian 

suatu kerugian kepada tertanggung. 
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